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ABSTRACT
This study is motivated by the uneven impact of infrastructure investment on regional economic growth in Indonesia, where some regions are able to capture the benefits of infrastructure development more quickly than others. The study aims to examine the direction of infrastructure investment policy in Indonesia and explain how such investment affects regional economic growth. This article applies a descriptive qualitative approach through literature review and policy document analysis, including the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan, state budget documents, Statistics Indonesia publications, and national as well as international empirical studies on infrastructure and regional growth. The findings show that infrastructure investment contributes to regional growth by reducing logistics costs, improving interregional connectivity, expanding market access, increasing business productivity, and generating interregional spillover effects. However, these benefits are not evenly distributed. Regions with stronger economic bases, better institutional quality, and greater fiscal capacity tend to gain more rapidly than lagging regions. Roads, ports, airports, electricity, and digital infrastructure also produce different effects depending on each region’s economic structure. Therefore, infrastructure investment policy should emphasize project quality, intermodal connectivity, asset maintenance, blended financing, and integration with human capital development and local productive sectors. The study concludes that infrastructure investment is more effective in promoting regional economic growth when it is designed according to territorial needs rather than merely distributing physical projects across regions.
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ABSTRAK
Studi ini dilatarbelakangi oleh dampak yang tidak merata dari investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia, di mana beberapa daerah mampu menyerap manfaat pembangunan infrastruktur lebih cepat dibandingkan daerah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah kebijakan investasi infrastruktur di Indonesia dan menjelaskan bagaimana investasi tersebut memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tinjauan literatur dan analisis dokumen kebijakan, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta studi empiris nasional maupun internasional mengenai infrastruktur dan pertumbuhan regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi infrastruktur berkontribusi terhadap pertumbuhan regional melalui pengurangan biaya logistik, peningkatan konektivitas antarwilayah, perluasan akses pasar, peningkatan produktivitas usaha, serta munculnya efek limpahan antarwilayah. Namun demikian, manfaat tersebut tidak terdistribusi secara merata. Daerah dengan basis ekonomi yang lebih kuat, kualitas kelembagaan yang lebih baik, dan kapasitas fiskal yang lebih besar cenderung memperoleh manfaat lebih cepat dibandingkan daerah tertinggal. Infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, kelistrikan, dan infrastruktur digital juga menghasilkan dampak yang berbeda-beda bergantung pada struktur ekonomi masing-masing daerah. Oleh karena itu, kebijakan investasi infrastruktur perlu menekankan kualitas proyek, konektivitas antarmoda, pemeliharaan aset, pembiayaan campuran (blended financing), serta integrasi dengan pengembangan sumber daya manusia dan sektor produktif lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa investasi infrastruktur lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional apabila dirancang sesuai dengan kebutuhan teritorial masing-masing daerah, bukan sekadar mendistribusikan proyek fisik secara merata ke seluruh wilayah.
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A.	Pendahuluan 

Investasi infrastruktur telah lama diakui sebagai salah satu instrumen kebijakan publik yang paling strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas wilayah, dan mempersempit kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam kerangka ekonomi pembangunan, infrastruktur tidak sekadar dipahami sebagai konstruksi fisik yang dapat dilihat dan diraba, melainkan sebagai bentuk modal publik yang secara mendasar memengaruhi biaya transaksi, efisiensi distribusi barang dan jasa, produktivitas faktor produksi, serta keputusan investasi sektor swasta. Pemahaman ini sejalan dengan argumen Aschauer (1989) yang menegaskan bahwa belanja publik yang bersifat produktif mampu meningkatkan output ekonomi secara signifikan. Senada dengan hal tersebut, Calderón dan Servén (2004) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur tidak hanya berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada penurunan ketimpangan pendapatan antarkelompok maupun antarwilayah.
Meskipun relevansinya secara teoritis sudah mapan, dalam praktiknya dampak investasi infrastruktur tidak selalu seragam di semua wilayah. Fenomena inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Di Indonesia, kondisi geografis sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menciptakan tantangan struktural yang unik dalam hal pemerataan pembangunan. Aktivitas ekonomi masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah luar Jawa khususnya kawasan timur Indonesia terus menghadapi keterbatasan akses transportasi, energi, air bersih, dan infrastruktur digital. Kajian Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) memperkuat gambaran ini dengan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia masih berpusat di Jawa, sedangkan wilayah lainnya tumbuh lebih lambat dengan akses layanan publik yang jauh lebih terbatas. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah volume belanja infrastruktur, melainkan membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih cermat dan berbasis kebutuhan teritorial.
Kesadaran akan hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk secara konsisten menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pembangunan infrastruktur jaringan, ketenagalistrikan, dan digitalisasi ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi transformasi pembangunan nasional. Komitmen ini juga tercermin dari sisi fiskal, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun, yang diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, konektivitas, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Angka ini mencerminkan betapa besarnya harapan pemerintah terhadap infrastruktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan pembiayaan dan kapasitas anggaran yang tersedia. Data Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam RPJMN 2020–2024 mencapai Rp6.445 triliun, sementara kemampuan APBN dan APBD hanya mampu menutup sekitar Rp2.385 triliun. Kesenjangan pembiayaan yang mencapai lebih dari Rp4.000 triliun ini mengisyaratkan bahwa persoalan kebijakan infrastruktur tidak cukup hanya berdiskusi tentang besarnya alokasi belanja publik, melainkan juga harus menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana proyek infrastruktur dipilih, dibiayai, dioperasikan, dan dikaitkan dengan struktur ekonomi daerah yang beragam.
Persoalan ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada temuan berbagai studi empiris yang menunjukkan bahwa dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan regional bersifat heterogen. Sebagian penelitian menemukan pengaruh positif yang kuat, khususnya melalui pengembangan infrastruktur jalan, telekomunikasi, pelabuhan, dan bandara. Namun tidak sedikit pula yang menemukan bahwa dampak tersebut dapat tertunda, tidak merata, atau bahkan memperlebar ketimpangan apabila manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh wilayah yang sejak awal memiliki basis ekonomi lebih kuat. Panjaitan, Mulatsih, dan Rindayati (2019), misalnya, menemukan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara belum sepenuhnya bersifat inklusif karena disertai dengan peningkatan ketimpangan. Temuan ini menegaskan bahwa investasi infrastruktur tidak secara otomatis melahirkan pertumbuhan yang merata, dan bahwa desain kebijakan menjadi faktor penentu yang tidak kalah penting dari besarnya investasi itu sendiri.
Berdasarkan latar belakang dan fenomena permasalahan di atas, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan analisis yang bersifat menyeluruh dan berbasis dokumen kebijakan aktual. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk: pertama, mengkaji arah kebijakan investasi infrastruktur di Indonesia sebagaimana tercermin dalam dokumen perencanaan dan penganggaran nasional; kedua, menjelaskan jalur-jalur pengaruh investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional; ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dampak antardaerah; dan keempat, merumuskan implikasi kebijakan yang relevan guna mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang lebih merata dan berkeadilan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang program infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pemerataan distribusi proyek fisik, tetapi lebih pada kesesuaian antara investasi infrastruktur dengan kebutuhan dan potensi ekonomi spesifik masing-masing daerah.
Naskah menggunakan bahasa  Indonesia. Naskah diketik dengan menggunakan huruf Arial (Microsoft Word) dengan ukuran 12 point pada kertas ukuran A4, dengan spasi 1,5, kemudian teks dibagi menjadi dua kolom, dengan batas kertas yaitu sebagai berikut : batas kiri dan atas 30 mm, batas kanan dan bawah 25 mm. 
Pada bagian ini jelaskanlah bagian dasar dari artikel yang ditulis, yang mencakup uraian singkat tentang latar belakang, permasalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang didalamnya mencakup mendeskripsikan fenomena permasalahan yang diamati, kondisi nyata yang diperoleh yang dapat ditunjang dengan beberapa teori. Bagian selanjutnya dapat dipaparkan data-data ataupun fakta-fakta yang mendukung penelitian maupun gagasan pemikiran. Kemudian dapat dipaparkan fokus permasalahan dan tujuan dilakukannya penelitian.
Bagian-bagian yang dimaksud di atas tidak harus diuraikan dalam bentuk poin-poin terpisah. Ketajaman bagian ini merupakan pondasi bagi reviewer untuk menilai naskah yang dikirim.

B. Metode Penelitian
Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis ekonometrik baru, melainkan menyusun sintesis ilmiah mengenai kebijakan investasi infrastruktur dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Metode seperti ini umum digunakan dalam artikel kajian kebijakan maupun penelitian berbasis literatur yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi, selama didukung struktur argumen dan ketelitian sitasi yang memadai.
Sumber data dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, dokumen kebijakan resmi pemerintah, yaitu Ringkasan RPJMN 2025–2029, dokumen APBN 2024–2025, publikasi Kementerian Keuangan mengenai pembiayaan infrastruktur dan KPBU, serta publikasi Badan Pusat Statistik terkait PDRB regional. Kedua, artikel ilmiah nasional dan internasional yang membahas hubungan antara infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan wilayah, baik pada level nasional, provinsi, maupun lintas negara. Pemilihan studi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi topik, kejelasan metode, dan kontribusi terhadap pembahasan mekanisme dampak kebijakan.
Analisis dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah mengidentifikasi tema-tema utama dalam dokumen kebijakan, seperti prioritas sektor infrastruktur, sumber pembiayaan, dan orientasi pemerataan wilayah. Tahap kedua adalah mengekstraksi temuan pokok dari artikel empiris, mencakup jenis infrastruktur yang dianalisis, unit analisis, metode penelitian, serta arah pengaruhnya terhadap pertumbuhan regional. Tahap ketiga adalah mengelompokkan temuan berdasarkan jalur dampak, seperti efisiensi biaya, akses pasar, inklusi wilayah, dan spillover spasial. Tahap keempat adalah menyusun sintesis argumentatif untuk menghasilkan implikasi kebijakan.
Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil dari dokumen pemerintah, statistik resmi, dan artikel ilmiah. Selain itu, artikel ini secara jelas membedakan antara temuan empiris dalam literatur dengan interpretasi penulis pada bagian rekomendasi kebijakan, sehingga naskah tetap bersifat akademik, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan investasi infrastruktur di Indonesia memperlihatkan tiga arah utama. Pertama, infrastruktur ditempatkan sebagai dasar transformasi ekonomi nasional. Kedua, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperluas pemerataan layanan dasar dan konektivitas wilayah. Ketiga, pembiayaan infrastruktur semakin mengandalkan sumber di luar APBN melalui KPBU, BUMN/BUMD, dan investor swasta.
RPJMN 2025–2029 menegaskan bahwa pembangunan jaringan infrastruktur, ketenagalistrikan, digitalisasi, dan konektivitas wilayah tetap menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan keberlanjutan paradigma bahwa infrastruktur merupakan enabler bagi produktivitas, daya saing, dan pemerataan pembangunan. Dari sisi fiskal, APBN 2025 tetap menyediakan alokasi infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun. Meskipun angka anggaran penting, isu yang lebih utama adalah seberapa efektif proyek-proyek tersebut dalam memperbaiki akses wilayah produksi, menekan biaya logistik, dan mendukung sektor unggulan daerah.
Dari perspektif pembiayaan, data Kementerian Keuangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan infrastruktur dan kemampuan pembiayaan publik. Hal ini memperlihatkan bahwa pembiayaan kreatif kini bukan sekadar alternatif, tetapi telah menjadi inti kebijakan investasi infrastruktur nasional.
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Kesenjangan kebutuhan pendanaan infrastruktur nasional
	Periode RPJMN
	Kebutuhan
(Rp triliun)
	APBN/APBD
(Rp triliun)
	BUMN/BUMD
(Rp triliun)
	Swasta
(Rp triliun)

	2015–2019
	4.796,2
	1.978,6
	1.066,2
	1.751,4

	2020–2024
	6.445,0
	2.385,0
	1.353,0
	2.707,0


Sumber: diolah dari data Kementerian Keuangan/Kantor Bersama KPBU.

Implikasinya, keberhasilan pembiayaan infrastruktur sangat bergantung pada kualitas desain kebijakan. Apabila keterlibatan swasta ingin diperluas, maka kepastian regulasi, kelayakan proyek, pembagian risiko, dan kapasitas penyiapan proyek harus ditingkatkan. Jika tidak, daerah tertinggal justru akan semakin sulit menarik investasi karena dinilai kurang prospektif secara komersial. Oleh karena itu, pemerintah pusat tetap harus berperan dalam menyediakan viability gap fund, jaminan, atau dukungan konstruksi awal untuk menjaga proyek strategis regional tetap berjalan.
Mekanisme pengaruh investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional
Terdapat sedikitnya lima saluran utama yang menjelaskan bagaimana investasi infrastruktur memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.
Pertama, penurunan biaya logistik dan biaya transaksi. Peningkatan kualitas jalan, pelabuhan, bandara, dan jembatan mempercepat distribusi barang serta mobilitas tenaga kerja. Temuan Rendra dan Yudhistira (2025) yang mencatat penurunan waktu tempuh sebesar 21 persen dan biaya perjalanan sebesar 30,9 persen di desa-desa terdampak pembangunan jalan non-tol menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi dapat menciptakan efisiensi ekonomi yang konkret.
Kedua, perluasan akses pasar. Infrastruktur memungkinkan produsen daerah memasarkan hasil produksi ke wilayah yang lebih luas dan memperoleh input dengan harga yang lebih kompetitif. Bagi daerah yang sebelumnya terisolasi, pembukaan akses transportasi dapat meningkatkan volume perdagangan, menekan kehilangan pascapanen, dan memperkuat hubungan dengan pusat pertumbuhan. Namun, seperti dijelaskan Faber (2014), integrasi pasar juga dapat mendorong konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah yang telah lebih produktif. Karena itu, peningkatan aksesibilitas perlu diiringi dengan penguatan kapasitas produksi lokal.
Ketiga, peningkatan produktivitas faktor produksi. Ketersediaan listrik yang andal, air baku, irigasi, internet, dan telekomunikasi meningkatkan efisiensi bagi rumah tangga maupun pelaku usaha. Bangsawan et al. (2023) menunjukkan bahwa belanja TIK pemerintah dan infrastruktur telekomunikasi memiliki dampak lebih besar terhadap pertumbuhan di Indonesia bagian timur. Ini menandakan bahwa di daerah yang masih kekurangan infrastruktur dasar, tambahan investasi dapat memberikan dampak marjinal yang lebih tinggi.
Keempat, terbentuknya aglomerasi dan spillover spasial. Meningkatnya konektivitas dapat memusatkan kegiatan ekonomi di lokasi yang memiliki keterkaitan pasar, tenaga kerja, dan produksi yang lebih kuat. Valentino dan Hardi (2026) menunjukkan bahwa jalan umum, bandara, dan pelabuhan di Pulau Jawa menciptakan spillover positif ke wilayah sekitar, namun pada beberapa kasus jalan tol justru memunculkan efek spasial negatif. Artinya, manfaat infrastruktur dapat melampaui batas administratif, tetapi juga dapat mengalihkan aktivitas ekonomi dari satu daerah ke daerah lain.
Kelima, peningkatan inklusi wilayah dan layanan dasar. Infrastruktur juga berdampak pada kualitas hidup dan kapasitas manusia. Jalan desa, air bersih, sanitasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar sekaligus membuka peluang ekonomi. Prasetyo et al. (2013) menunjukkan bahwa infrastruktur sosial dan telekomunikasi turut menaikkan pendapatan per kapita di wilayah perbatasan. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur sosial harus dipandang sebagai komponen inti dari pertumbuhan regional yang berkelanjutan.
Bukti empiris dan heterogenitas dampak antarwilayah
Salah satu temuan penting dalam literatur adalah bahwa dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan bersifat heterogen. Artinya, proyek yang sama dapat memberikan hasil berbeda ketika diterapkan pada daerah yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kualitas SDM, kapasitas fiskal daerah, kepadatan pasar, dan posisi suatu wilayah dalam jaringan ekonomi nasional.
Penelitian di Indonesia menunjukkan pola yang cukup beragam. Sembanyang (2011) menemukan adanya hubungan kausal antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional, yang menguatkan argumen bahwa investasi infrastruktur memang penting bagi pertumbuhan. Namun, studi di level wilayah menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Panjaitan et al. (2019) menemukan bahwa kenaikan PDRB di Sumatera Utara belum sepenuhnya inklusif. Dengan kata lain, pertumbuhan yang dipicu pembangunan infrastruktur dapat berlangsung bersamaan dengan meningkatnya ketimpangan apabila manfaat lebih banyak dinikmati oleh kelompok atau wilayah tertentu.
Di wilayah perbatasan, Prasetyo et al. (2013) menunjukkan bahwa infrastruktur sosial dan telekomunikasi berperan dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Hasil ini menunjukkan bahwa bagi daerah yang relatif tertinggal, infrastruktur dasar dan sosial sering kali lebih mendesak dibanding proyek konektivitas berskala besar. Sementara itu, Bangsawan et al. (2023) menemukan bahwa infrastruktur TIK memiliki pengaruh yang lebih kuat di kawasan timur Indonesia dibanding kawasan barat, yang menandakan bahwa investasi di wilayah yang sebelumnya kurang terlayani dapat menghasilkan lompatan pertumbuhan yang lebih nyata.
Kajian terbaru juga menegaskan pentingnya efek limpahan antarwilayah. Valentino dan Hardi (2026) menunjukkan bahwa jalan umum dan aktivitas bandara berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan spillover positif ke wilayah sekitar. Sebaliknya, jalan tol dalam beberapa kasus dapat memunculkan efek spasial negatif. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa jalan tol lebih menguntungkan koridor yang sejak awal sudah kuat secara ekonomi, sementara wilayah di luar koridor mengalami penurunan aktivitas perdagangan lokal.


Sintesis temuan empiris utama
	Peneliti
	Objek/Konteks
	Metode
	Temuan Utama

	Sembanyang (2011)
	Indonesia
	Granger causality
	Terdapat hubungan kausal antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

	Prasetyo et al. (2013)
	Wilayah perbatasan Indonesia
	Panel statis, 2SLS
	Infrastruktur sosial dan telekomunikasi meningkatkan pendapatan per kapita.

	Panjaitan et al. (2019)
	Sumatera Utara
	2SLS
	Infrastruktur mendorong pertumbuhan, tetapi belum sepenuhnya inklusif.

	Bangsawan et al. (2023)
	KBI dan KTI
	Deskriptif, GMM
	Infrastruktur TIK lebih signifikan mendorong pertumbuhan di kawasan timur.

	Rendra & Yudhistira (2025)
	Desa terdampak jalan non-tol
	Difference-in-differences
	Waktu tempuh turun 21% dan biaya perjalanan turun 30,9%.

	Valentino & Hardi (2026)
	Enam provinsi di Jawa
	Spatial Durbin Model
	Jalan umum dan bandara memberi spillover positif; jalan tol dapat berdampak spasial negatif.


Sumber: disusun penulis dari berbagai artikel yang dikaji.

Dari sintesis tersebut dapat dipahami bahwa infrastruktur umumnya berdampak positif terhadap pertumbuhan, tetapi bentuk serta distribusi manfaatnya ditentukan oleh jenis infrastruktur dan karakteristik wilayah. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang seragam untuk seluruh daerah kurang sesuai diterapkan di Indonesia.
Tantangan implementasi kebijakan investasi infrastruktur
Meskipun arah kebijakan investasi infrastruktur sudah cukup kuat, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, orientasi pembangunan sering kali lebih menekankan realisasi fisik dan penyerapan anggaran daripada outcome ekonomi wilayah. Keberhasilan proyek kerap diukur dari panjang jalan atau jumlah proyek yang selesai, padahal indikator yang lebih penting adalah penurunan biaya logistik, peningkatan akses pasar, dan pertumbuhan sektor unggulan daerah.
Kedua, tidak semua proyek terhubung dalam sistem jaringan yang efektif. Jalan tanpa dukungan pelabuhan, pelabuhan tanpa hinterland yang produktif, atau internet tanpa peningkatan keterampilan digital akan mengurangi dampak investasi. Infrastruktur yang menghasilkan pertumbuhan tinggi pada umumnya bersifat saling melengkapi, bukan berdiri sendiri.
Ketiga, adanya kesenjangan kapasitas fiskal dan kelembagaan antardaerah menyebabkan kualitas perencanaan proyek tidak merata. Daerah yang memiliki kapasitas teknis lebih baik cenderung lebih mampu menyiapkan proposal, pengadaan lahan, dan dukungan pendanaan yang meyakinkan bagi investor maupun pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah tertinggal yang paling membutuhkan infrastruktur justru sering paling lemah dalam menyiapkan proyek.
Keempat, pembiayaan jangka panjang masih menjadi tantangan besar. Kesenjangan pendanaan mendorong perluasan KPBU dan blended finance, tetapi investor swasta biasanya lebih tertarik pada proyek yang memiliki arus kas jelas dan risiko politik rendah. Akibatnya, proyek layanan dasar atau konektivitas di wilayah tertinggal tetap membutuhkan dukungan fiskal, penjaminan, dan subsidi kelayakan dari pemerintah.
Kelima, aspek pemeliharaan aset belum selalu menjadi perhatian utama. Banyak proyek dibangun, tetapi kualitas layanannya menurun akibat pemeliharaan yang tidak optimal. Dalam konteks ekonomi regional, infrastruktur yang tidak terawat akan menurunkan keandalan layanan dan pada akhirnya mengurangi kepercayaan pelaku usaha untuk berinvestasi.
Implikasi kebijakan
Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang penting. Pertama, pemerintah perlu mengubah fokus dari pendekatan berbasis proyek ke pendekatan berbasis sistem wilayah. Penentuan prioritas investasi seharusnya mengikuti bottleneck utama tiap wilayah, misalnya akses pelabuhan untuk sentra perikanan, irigasi bagi kawasan pangan, atau listrik dan internet untuk wilayah industri dan jasa modern.
Kedua, evaluasi proyek harus menitikberatkan pada outcome ekonomi regional. Selain indikator fisik, pemerintah perlu memantau penurunan waktu tempuh, perubahan biaya logistik, pertumbuhan UMKM, pembentukan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, dan perubahan kontribusi sektor basis terhadap PDRB. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada tahap konstruksi semata.
Ketiga, skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakter proyek. Proyek yang layak secara komersial dapat lebih banyak memanfaatkan KPBU atau investasi swasta, sedangkan proyek layanan dasar dan konektivitas di daerah tertinggal tetap memerlukan dukungan APBN/APBD, jaminan pemerintah, atau viability gap funding. Diferensiasi ini penting agar tujuan pemerataan tidak kalah oleh pertimbangan kelayakan finansial jangka pendek.
Keempat, integrasi antara infrastruktur fisik dan nonfisik harus diperkuat. Pembangunan jalan, pelabuhan, atau jaringan digital perlu disertai pengembangan tenaga kerja, dukungan terhadap UMKM, pembenahan tata niaga, dan reformasi pelayanan publik daerah. Tanpa itu, infrastruktur berisiko hanya menjadi jalur distribusi bahan mentah tanpa meningkatkan nilai tambah regional.
Kelima, pemerintah perlu memperhatikan spillover dan risiko polarisasi. Bagi wilayah di sekitar koridor utama, perlu dikembangkan kawasan logistik, sentra produksi, dan konektivitas feeder agar manfaat infrastruktur menyebar ke daerah sekitar. Pendekatan semacam ini lebih efektif dibanding sekadar menambah jumlah proyek tanpa hubungan fungsional yang jelas.
D. Kesimpulan
Kebijakan investasi infrastruktur memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui pengurangan biaya logistik, peningkatan konektivitas, perluasan akses pasar, peningkatan produktivitas, dan terciptanya spillover antardaerah. Dalam konteks Indonesia, pemerintah secara konsisten menempatkan infrastruktur sebagai pengungkit transformasi ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, skema pembiayaan, dan kesiapan wilayah dalam memanfaatkan infrastruktur tersebut.
Kajian literatur juga memperlihatkan bahwa dampak investasi infrastruktur tidak selalu seragam. Infrastruktur memang dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi tidak otomatis menciptakan pemerataan. Wilayah yang telah memiliki basis ekonomi, kapasitas institusional, dan akses pasar yang lebih baik umumnya memperoleh manfaat lebih cepat. Oleh sebab itu, kebijakan investasi infrastruktur perlu dirancang secara teritorial, berorientasi pada kebutuhan wilayah, terintegrasi dengan pengembangan SDM dan sektor produktif, serta dievaluasi menggunakan indikator outcome ekonomi regional.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang efektif bukan sekadar memperbanyak proyek fisik, melainkan membangun infrastruktur yang benar-benar meningkatkan produktivitas lokal, memperkuat keterhubungan antarmoda, dan menumbuhkan aktivitas ekonomi yang inklusif di berbagai daerah. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji secara kuantitatif pengaruh jenis infrastruktur tertentu terhadap PDRB, ketimpangan, dan kemiskinan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih spesifik.
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